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ABSTRAK

Tesis ini  berjudul* Sanksi Administratif Terhadap Pejabat PembuatAkta Tanah
/Notaris Berkenaan Dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah Dan /Atau
Bangunan”dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu, : (1) Ratio Legi spengaturan sanksi
administrative terhadap PPAT /Notaris berkaitan dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan (2) Keabsahan tindakan pemerintah dalam pengaturan sanksi
administrative terkait dengan ha katas tanah dan/atau bangunan yang berkaitan dengan
beaperolehan haka atas tanah dan/atau bangunan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif.
Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Ratiolegis pengaturan sanksi administrasi
bagi Notaris/PPAT terkait dengan bukti bayar BPHTB yakni dapat diakitkan dengan Pasal 16
ayat (1) huruf a UUJN bahwa ketika menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah,
jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, selain itu juga harus menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum. Serta Notaris selaku PPAT selain karena diamanatkan oleh
undang-undang wajib membantu negara dalam memeriksa apakah pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang ada sudah dibayar oleh para pihak sebelum membuat Akta Jual Beli
atas Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 91, 92 dan 93 UUPDRD juga memiliki Kewajiban
Moral dan Etika untuk membantu masyarakat yang ingin bertransaksi jual beli hak atas tanah dan
bangunan, salah satunya bisa diwujudkan dengan membantu perhitungan pajaknya sebab
BPHTB dipungut dengan cara selfassessment, dengan begitu perlindungan hukum atas masing-
masing pihak semakin kuat. Keabsahan tindakan pemerintah seseuai dengan bahwa telah
memenuhi syarat keabsahan tindakan pemerintah, yakni sesuai wewenang, prosedur dan
substansi. Tetapi dalam hal penyelesaian sengketa belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum
dibuatnya hukum acara untuk melaksanakan upaya administratif.

Kata Kunci :Sanksi Administratif, Notaris /PPAT, BPHTB
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ABSTRACT

This thesis is titled "*Administrative Sanctions Against Officials of Land / Notary Deed Makers
Regarding Proof of Payment of Acquisition of Land and / or Building Rights™ with 2 (two)
main agreements, namely,: (1) with proof of payment of Acquisition Fees for Land Rights and
/ or Building (2) The validity of government actions in court approval related to land and / or
building rights relating to land and / or building permit fees.

This research is a type of legal research with normative legal research methods. Besides that,
this study uses an invitation-approach (statute approach) and asks for a conceptual
(conceptual approach).

The results of this research thesis show the ratio of laws governing the administration of
administration for Notary / PPAT related to the recognition of paying BPHTB which can be
made above with Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the formulation of contracts,
notary must be mandated, trustworthy, honest, thorough, independent, want to take sides, but
also must have the interests of parties involved in the law. And the Notary Public as a PPAT
other than because it is mandated by law is obliged to assist the state in paying the tax on the
Acquisition of Land and Building Rights that have been paid by the parties before making the
Sale and Purchase Deed of Land and Buildings in accordance with articles 91, 92 and 93 of
the UUPDRD also have Obligations Moral and Ethics to help people who want to transact the
sale and purchase of rights to land and buildings, one of which can be made by helping to
calculate the tax because BPHTB is collected by self-assessment, so that each law can be
adjusted according to needs. The validity of government actions in accordance with those that
have been approved requirements for the validity of government actions, namely according to
authority, procedures and substance. However, this cannot be done because it hasn't been
done.

Keywords: Administrative Sanctions, Notary / PPAT, BPHTB
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